
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1245, 2019 KEMENDAG. Impor. Barang Modal dalam Keadaan 

Tidak Baru. Ketentuan. Perubahan. 
 

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 76 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 

TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM 

KEADAAN TIDAK BARU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan investasi, 

mempercepat pengembangan usaha, dan memperkuat 

daya saing, perlu melakukan perubahan terhadap 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan 

Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak 

Baru; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);  

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam 

Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang 

Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing 

Contract) Minyak dan Gas Bumi; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi 

atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104); 
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14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang 

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1006); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-

DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan 

Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1415); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 

tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1703); 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 

tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);  

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan 

Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1703); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR 

BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang 

Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 4 

diubah dan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 4  

(1) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok 

A dan Kelompok B, Lampiran II Kelompok A dan 

Kelompok B, dan Lampiran III harus berusia paling 

lama 20 (dua puluh) tahun.  

(2) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok 

C harus berusia paling lama 30 (tiga puluh) tahun.  

(3) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok 

B dapat diimpor jika memenuhi ketentuan batasan 

usia pesawat sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan. 

(4) Dihapus. 

(5) Penentuan usia BMTB yang termasuk dalam Pos 

Tarif/HS 89 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Kelompok C dihitung mulai dari tanggal 

selesainya survey klasifikasi (completion survey) yang 

tercantum dalam Class Certificate. 

 

2. Menambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (1) Pasal 7, yakni 

huruf g sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:  

  

Pasal 7 

(1) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan 

melakukan impor BMTB harus mengajukan 

permohonan Persetujuan Impor secara elektronik 
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kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan 

uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, 

jumlah dan satuan barang, negara muat, dan 

pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil scan 

dokumen asli: 

a. NIB yang berlaku sebagai API-P; 

b. izin usaha yang diberikan kepada perusahaan 

untuk melakukan kegiatan usaha selain 

perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos 

Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan 

barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;  

d. surat pernyataan bermeterai cukup yang 

menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB 

yang akan diimpor; dan 

e. Class Certificate, Builder Certificate, Nationality 

Certificate, dan Tonnage Certificate, yang 

memuat informasi mengenai usia dan kriteria 

teknis kapal sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I; 

f. surat pernyataan bermeterai cukup yang 

menyatakan bahwa BMTB yang termasuk 

dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi 

menjadi kapal storage sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV; dan 

g. bukti penggantian bendera berupa surat tanda 

kebangsaan dan surat ukur sementara yang 

dikeluarkan oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perhubungan, untuk BMTB yang 

termasuk dalam Pos Tarif/HS 89. 

(2) Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) yang akan melakukan impor 

BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan 

Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, 
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dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 

8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara 

muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan 

hasil scan dokumen asli: 

a. NIB yang berlaku sebagai API-P; 

b. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa 

reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang 

dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey 

Kemampuan perusahaan mengenai 

kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau 

reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman 

teknis dari kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perindustrian; 

d. bukti penguasaan bengkel rekondisi; dan 

e. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos 

Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan 

barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. 

(3) Perusahaan Remanufakturing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang akan 

melakukan impor BMTB harus mengajukan 

permohonan Persetujuan Impor secara elektronik 

kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan 

uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, 

jumlah dan satuan barang, negara muat, dan 

pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil scan 

dokumen asli: 

a. NIB yang berlaku sebagai API-P; 

b. Izin Usaha Industri remanufakturing yang 

dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c. surat penunjukan dari perusahaan pemegang 

merek; 
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d. bukti penguasaan bengkel remanufakturing; 

e. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey 

Kemampuan perusahaan mengenai 

kemampuan teknis usaha remanufakturing 

dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan 

pedoman teknis dari kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perindustrian; dan 

f. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos 

Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan 

barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan. 

 

3. Ketentuan huruf f Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor pelaksana 

Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB, Surveyor 

harus memenuhi persyaratan:  

a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); 

b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh 

Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang 

lingkup yang relevan; 

c. berpengalaman sebagai surveyor dalam bidang 

perdagangan internasional paling sedikit 5 (lima) 

tahun; 

d. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di 

luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung 

efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran 

teknis impor; 

e. mempunyai rekam-jejak (track records) yang baik di 

bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau 

penelusuran teknis impor.  

f. Dihapus. 
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4. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan huruf g dan 

huruf h ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Pasal 19 

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB 

untuk Pos Tarif/HS 84, 85, 87, dan 90 meliputi: 

a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, 

diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali; 

b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang 

sesuai Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit;  

c. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia 

impornya; dan 

d. jumlah dan nilai. 

(2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor 

BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan ke dalam Laporan Surveyor yang berisi 

data atau keterangan paling sedikit mengenai: 

a. kelayakan pakai; 

b. bukan skrap; 

c. spesifikasi teknis; 

d. negara muat dan pelabuhan tujuan; 

e. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia 

impornya; dan 

f. keterangan jumlah dan nilai. 

g. dihapus. 

h. dihapus. 

(3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil 

Verifikasi atau penelusuran teknis impor dan 

menjadi tanggung jawab penuh Surveyor. 

(4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis 

impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang 

besarannya ditentukan dengan memperhatikan asas 

manfaat. 
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5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 25 

Persetujuan Impor dan/atau NIB yang berlaku sebagai 

API-P dicabut dalam hal perusahaan: 

a. terbukti melanggar ketentuan larangan 

memindahtangankan dan/atau memperdagangkan 

BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10, 8471.50.10 

dan 8528.52.00 yang diimpor, di Kawasan Berikat 

dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), 

untuk Perusahaan Rekondisi di Kawasan Berikat; 

b. terbukti melanggar ketentuan larangan 

memindahtangankan dan/atau memperdagangkan 

BMTB yang diimpor dalam waktu kurang dari 4 

(empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (1) atau 5 (lima) tahun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk 

Perusahaan Pemakai Langsung; 

c. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor 

BMTB dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 

d. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam 

Persetujuan Impor; 

e. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan 

yang tidak benar sebagai persyaratan untuk 

mendapatkan Persetujuan Impor, setelah 

Persetujuan Impor diterbitkan; 

f. terbukti memindahtangankan dan/atau 

memperdagangkan BMTB yang diimpor tanpa 

diproses terlebih dahulu, untuk Perusahaan 

Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing; 

dan/atau 

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
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tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan Persetujuan Impor.  

 

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 26 

(1) Pembekuan Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 dan pencabutan 

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk 

dan atas nama Menteri. 

(2) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri 

menyampaikan usulan pencabutan NIB yang 

berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 kepada Lembaga OSS. 

(3) Pencabutan NIB yang berlaku sebagai API-P 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri. 

 

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, dan ditambahkan 2 

(dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 35 

berbunyi sebagai berikut:   

 

Pasal 35 

(1) BMTB yang diimpor dalam rangka impor sementara 

dikecualikan dari ketentuan BMTB yang dapat 

diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2), batasan usia BMTB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, dan Verifikasi atau 

penelusuran teknis impor di negara muat barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. 

(2) BMTB yang diimpor dalam rangka impor sementara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak 

diekspor kembali dengan pertimbangan impor untuk 
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dipakai hanya untuk keperluan pengerjaan proyek 

pemerintah. 

(3) BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

mendapatkan Persetujuan Tidak Mengekspor 

Kembali BMTB Sebagai Barang Impor Sementara 

dari Menteri. 

(4) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan 

Tidak Mengekspor Kembali BMTB Sebagai Barang 

Impor Sementara kepada Direktur Jenderal. 

 

8. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 35A 

Untuk memperoleh Persetujuan Tidak Mengekspor 

Kembali BMTB Sebagai Barang Impor Sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), 

perusahaan harus mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, 

dengan melampirkan dokumen: 

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; 

dan 

b. surat persetujuan dan/atau dokumen pendukung 

dari kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian/instansi berwenang yang terkait.  

 

Pasal 35B 

BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus 

terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran 

Teknis Impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai 

dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi BMTB 

berada. 
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9. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 

berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 37 

(1) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 

8407, 8409, 8411, 8418, dan 88 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dikecualikan dari 

ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. 

(2) Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB yang 

termasuk dalam Pos Tarif/HS 8418 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai impor barang berbasis sistem pendingin. 

(3) Dihapus.  

 

10. Ketentuan Pasal 39 dihapus. 

 

11. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Pasal 40A 

(1) Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan 

dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

(2) Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan 

pemeriksaan dan pengawasan atas impor BMTB 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga. 

 

Pasal 40B 

(1) Dalam rangka relokasi industri (bedol pabrik) dan 

investasi baru yang dilakukan secara menyeluruh 

atas impor BMTB yang tidak termasuk dalam 

Lampiran Peraturan Menteri ini, perusahaan dapat 

diberikan Persetujuan Impor oleh Menteri. 
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(2) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus 

mengajukan permohonan secara elektronik melalui 

laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada 

Menteri dengan melampirkan scan dokumen asli: 

a. persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7; 

dan 

b. Surat Pernyataan dengan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  

(3) BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau 

Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 19. 

 

12. Pos Tarif/HS 8704, 8705, dan 8716 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak 

Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1703) dihapus sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Oktober 2019 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

ENGGARTIASTO LUKITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Oktober 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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